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BAB |. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik.
Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan
masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP).
Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog
yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun
beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan
kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan
kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat
mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara
pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara
pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan
masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan
hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik,
serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan
diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi,
mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan
memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu,
penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan
menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir
dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut,
FKP penting untuk diselenggarakan pada Puskesmas Balauring atas standar
pelayanan puskesmas balauring dengan harapan bisa memperbaiki sistem

pelayanan yang sudah berjalan menjadi lebih baik sesuai kebutuhan masyarakat.



2. Tujuan Pelaksanaan FKP

Tujuan dilakukannya Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan
rancangan kebijakan pelayanan publik sebelum ditetapkan bersama
pemangku kepentingan atau unsur yang terlibat menuju kualitas
pelayanan publik yang prima, antara lain:

1. Untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara
pelayanan dan masyarakat, antara lain pembahasan rancangan,
penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh
penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Mendapat saran dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan
kesehatan.

3. Menyatukan pandangan dalam rangan menyelesaikan masalah yang
sering dihadapi sehingga pelayanan kesehatan sesuai dengan harapan

masyarakat.

3. Manfaat

Manfaat FKP khusus bagi Penyelenggara pelayanan:

a. Memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan yang akan ditetapkan;

b. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun
perbaikan kebijakan;

c. Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui
kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;

d. Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan
pelaksanaan kebijakan;

e. Sebagai fungi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk
mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberi layanan
kepada publik;

f. Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.



Manfaat FKP khusus bagi publik:

a. Ruang Partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang
Pelayanan Publik;

b. memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah
ditetapkan penyelenggara layanan;

c. Memperoleh kepastian layanan oleh pengawasan yang dilakukan;

d. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara
layanan;

e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.

4. Ruang Lingkup

Forum Konsultasi Publik bersama pemangku kepentingan atau ursur yang terlibat
menuju kualitas pelayanan publik yang prima membahas mengenai kondisi
pelayanan kesehatan saat ini, masukan dari stakeholders mengenai perbaikan
pelayanan kedepan, serta regulasi yang terkait dengan standar pelayanan.
Didasarkan pada diskusi yang telah dilakukan, kedepannya penyelenggara
pelayanan semakin baik dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dirasakan
oleh publik dan mengakomodasi aspirasi yang menjadi harapan publik antara lain:
. Penyusunan kebijakan pelayanan publik;

. Penyusunan standar pelayanan;

. Pemberian penghargaan;

a
b
c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
d
e. Survei kepuasan masyarakat;

f.

Kebijakan lain terkait pelayanan publik.



BAB Il. METODE PELAKSANAAN FKP

1. Sumber Input dan Tema FKP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik bersama pemangku kepentingan atau
unsur yang terlibat dengan mengambil tema “peran serta masyarakat dalam
penyusunan kebijakan pelayanan publik guna menjaga mutu pelayanan
Kesehatan”. Tema tersebut diangkat berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan
pelayanan publik yang dalam menyelenggarakan pelayanan publik, kebijakan
pelayanan belum melibatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan
kebijakan pelayanan publik sesuai amanat PERMENPANRB Nomor 16 Tahun
2017 tentang Forum Konsultasi Publik di lingkungan unit penyelenggara

pelayanan publik.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juni 2025
b. Tempat Pelaksanaan:

Ruang Kantor Camat Omesuri

3. Penyelenggara dan Peserta FKP
a. Penyelenggara
Puskesmas Balauring
b. Peserta FKP
1. Penyelenggara Layanan
a. Kepala Puskesmas
b. Penanggung jawab klaster
c. Koodinator pelayanan
d. Tenaga Kesehatan di Puskesmas Maupun di Desa
2. Pengguna Layanan
a. Pasien rawat jalan
b. Pasien Rawat Inap

3. Stakeholder pelayanan publik



Forkompicam
Kepala Desa
PKK
BPD

a0 T p

e. Koordinator Kader
4. Media
a. Facebook
b. Watshap
5. Metode Pelaksanaan FKP
Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka dan dihadiri unsur yang
terlibat dengan pendukung kegiatan tatap muka yaitu foto/dokumentasi
kegiatan dan juga media sosial.
6. Susunan Acara
Pembukaan
Pesan Keselamatan
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan lagu masr Puskesmas
Laporan Ketua Panitia
Doa
Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan
Sambutan dari Camat Omesuri sekaligus membuka kegiatan

Pembacaan RTL
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Sosialisasi Standar Pelayanan Publik

10.Pemaparan progam dan permesalahan oleh bapa kapus
11.Diskusi/tanggapan dan RTL

12.Penandatanganan Berita Acara (komitmen dan tindak lanjut)
13.Doa

14.Foto bersama

15.Penutup



BAB Ill. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan masukan yang diberikan oleh peserta Forum Konsultasi
Publik bersama pemangku kepentingan atau unsur yang terlibat guna
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, terdapat tiga permasalahan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi dasar pengeluhan masyarakat.
Pertama, tidak dilakukan lagi pemeriksaan darah lengkap di Puskesmas.
pemeriksaan darah lengkap pada pelayanan Laboratorium menjadi salah satu
unsur penting dari pelayanan puskesmas untuk memudahkan dokter menentukan
diagnose. Kedua, pasien di poli gigi sering di rujuk ke rumah sakit umum daerah
(tambal gigi, cabut pembersihan karang gigi) kondisi ini juga menghambat proses
pelayanan yang maksimal disebabakan oleh ketersediaan alat yang ada di poli
gigi belum lengkap. ketiga Lingkungan Puskesmas belum bersih. Kebersihan
lingkungan menjadi bagian dari faktor kenyamanan terhadap pasien yang datang
berobat di Puskesmas untuk menjaga kebersihan di dalam ruangan maupun di
luar ruangan puskesmas menjadi perhatian khusus untuk memberikan rasa
nyaman bagi pasien maupun pengunjung yang lain yang berkunjung ke

Puskesmas Balauring.

2. Analisis

Masyarakat saat ini makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai
penerima layanan kesehatan. Puskesmas Balauring dituntut untuk bisa
memberikan pelayanan dasar dengan pelayanan yang baik sesuai dengan Visi
Misi pemerintah daerah di bidang Kesehatan dan Moto Puskesmas Balauring
(HARADIEN). Terhadap tiga persoalan mendasar yang di keluhkan masyarakat
terhadap poin yang sudah disampaikn di atas dapat di analisis, pertama
puskesmas Balauring sudah mempuyai alat (mesin) pemeriksaan darah lengkap
selain alat pemeriksaan HB, Gula darah asam urat dan kolesterol namun saat ini
alat yang digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap dalam kondisi rusak, dan
kekosongan ketersediaan reagen. kondisi ini menghambat proses pelayanan
kesehatan lebih khusus pelayanan laboratorium yang seharusnya pemeriksaan

ini dapat dilakukan di Puskesmas namun harus di lakukan pemeriksaan ke rumah



sakit umum daerah, kedua, ketersediaan alat yang ada di poli gigi juga belum
lengkap, alat set pemeriksaan gigi dan kompresor sehingga pada kasus pesien
tertentu (tambal Gigi dan pembersihan karang gigi) harus di rujuk ke Rumah Sakit
umum Daerah untuk penangan lanjutan. Ketiga, kebersihan lingkungan
puskesmas juga menjadi masukan yang disampaikan masyarakat namun
puskesmas sebagai pemberi layanan terus melakukan evaluasi, penegasan,
control terhadap petugas yang ada di puskesmas untuk membuang sampah di
tempat yang sudah disediakan dan juga petugas cleaning service selalu
membersihkan  ruangan (dalam Gedung) maupung di lingkungan sekitar
puskesmas untuk memberikan rasa nyaman terhadap pasien maupun
pengunjung lain yang berkunjung di Puskesmas Balauring. Dengan semakin
terbukanya informasi, baik informasi lansung maupung informasi melalui media
social terhadap masukan aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh
masyarakat. Sehubungan dengan itu perlu adanya forum dialog yang menjebatani
antara penyelenggara layanan dan penerima layanan untuk mengkomunikasikan
dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan
mutu dan kualitas pelayanan kesehatan.

Adanya permasalahan yang dikeluhkan masyarakat tersebut di atas
sebagian besar bisa diminimalisir dengan informasi dan komunikasi terkait
standar pelayanan yang disepakati antara penyelenggara layanan dan pengguna
layanan terutama masyarakat.

Masalah ini terjadi karena belum adanya forum dialog antara
penyelenggara pelayanan dengan pengguna layanan, sehingga dengan adanya
forum ini kita dapat berdiskusi memberikan pandangan, masukan dan kritikan dari
masyarakat maupun unsur terkait terhadap pemberi layanan untuk terus
melakukan upaya perbaikan terhadap pelayanan guna maningkatkan kualitas

dan mutu pelayanan kesehatan.

3. Rencana Aksi

Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah disampaikan dalam Forum
Konsultasi Publik bersama pemangku kepentingan atau unsur yang terlibat guna
menjaga mutu pelayanan kesehatan, Pimpinan dan tim pelayanan pada

puskesmas Balauring merencanakan beberapa perbaikan yaitu:



Membuat daftar inventaris masalah yang telah disampaikan oleh masyarakat
untuk dilengkapi dengan merencanakan anggaran dalam pemenuhan sarana
dan prasarana termasuk perbaikan sistem pelayanan.

Masukan sebagaimana pada angka 1 (satu) yaitu rencana perbaikan alat
pemeriksaan darah lengkap karna teknisi di lembata tidak ada maka
teknisinya dari luar Lembata. melakukan komunikasi dengan Dinas
Kesehatan di bidang SDK untuk pengadaan reagen pemeriksaan darah
lengkap

Melakukan pengadaan alat Kesehatan (alat pemeriksaan Gigi) dan alat
kompresor

Kontrol dari atasan dengan penegasan terhadap semua staf tentang
kebersihan lingkungan puskesmas dan pertemuan terjadwal dengan petugas
tenaga Kesehatan linkungan dan petugas cleaning service untuk selalu
memperhatikan kebersihan lingkungan Puskesmas secara menyeluruh

termasuk dengan semua WC dan kamar mandi.



BAB IV. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait Forum Konsultasi Publik bersama
pemangku kepentingan atau unsur yang terlibat
guna menjaga mutu pelayanan kesehaatan, maka Puskesmas Balauring
berkomitmen untuk :

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga
akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lembata;

3) Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik yang telah
diselenggarakan dapat membantu Puskesmas Balauring untuk meningkatkan
kualitas pelayanan.

4) Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholders sangat
diperlukan agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi kegiatan yang

berkelanjutan.



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS BALAURING

TERAKREDITASI PARIPURNA
Kode Puskesmas : 53130250008, Alamat : Ds. Balauring. Kec. Omesuri, Kab.Lembata HP 081236846322

FORUM KONSULTASI PUBLIK

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN KESEHATAN
KABUPATEN A

Pada hari ini, Selasa, 17 Juni 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Kesehatan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Puskesmas Balaurung. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama
menyatakan sebagai berikut:

Usulan Rekomendasi Perbaikan
Rencana perbaikan alat
pemeriksaan darah lengkap
karna teknisi di lembata tidak
ada maka teknisinya dari luar
Lembata.

Melakukan koordinasi dengan
dinas Kesehatan bidang SDK
untuk pengadaan reagen
pemeriksaan darah lengkap

NO Identifikasi Masalah
1. | Tidak dilakukan lagi
pemeriksaan darah lengkap

Jangka Waktu Penyelesaian
Maret Tahun 2026

2. | Pasien gigi sering di rujuk ke 1.pengadaan alat set Gigi dan Maret Tahun 2026

rumah sakit umum

(kompresor)

Perlu di perhatikan kebersihan
lingkungan Puskesmas

penegasan terhadap semua staf
tentang kebersihan lingkungan

puskesmas dan pertemuan
terjadwal dengan petugas tenaga
Kesehatan linkungan dan petugas
cleaning service untuk selalu
memperhatikan kebersihan
Puskesmas Baik didalam Gedung
maupun dilingkungan
Puskesmas.

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu
dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan
publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan
yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang
telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.
Balauring, 18 Oktober 2025







LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR







LAMPIRAN Ill. SURAT UNDANGAN




LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN
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LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN 2025







